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Berita Acara Hasil Pemilihan
Nomo? : 05/3592086/PP09/2019

Pada hari ini, 23 Oklober 2019, telah dibuat Berita Acara Hasil Pemilinan untuk paket pekerjaan:

Kode Tender : 3603086
Nama Tender . Belanja Modal Pengadaan Alat-Alat Angkutan Darat Bermotor Micro
Bus :
Nilai Total HPS :  Rp 2.206.400.000,00
Metode Pengadaan : Tender a
Metode Evaluasi : Harga Terendah Sistem Gugur

A. Pembukaan Penawaran dari 7 Peserta yang mendaftar terdapat 0 Peserta yang memasukan Dokumen
Penawaran, yaitu:

No. Nama Peserta Nilai Penawaran
1 PT Transformasi Sejahtera Indonesia

2 PT. RESTU IBU PUSAKA

3 PT.BAHANA SELARAS

4 PT. Jaya Bintang Sejahtera

.5 CV KSP ENTERTAINMENT

6 CV. PUTRA PAHLAWAN

7 Sanfranco Anugrah Mahkota

B. Evaluasi Penawaran
1. Evaluasi Administrasi

No. Nama Peserta Hasil Evaluasi Keterangan

2. Evaluasi Teknis
No. Nama Peserta Hasil Evaluasi Keterangan

3. Evaluasi Harga

No. Nama Peserta Penawaran Penawaran Hasil Keterangan
Terkoreksi Evaluasi

4. Evaluasi Kualifikasi

No. Nama Peserta Hasil Evaluasi Keterangan
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5. Pembuktian Kualifikasi
No. Nama Peserta - Hasil Pembuktian Keterangan

6. Keterangan Tambahan Lain
Tender gagal karena Tidak ada peserta yang memasukkan dokumen penawaran

o
Demikian Berita Acara ini dibuat dan ditandatangani pada Hari, Tanggal dan Bulan sebagaimana tersebut di atas
untuk dipergunakan sebagaimana mestinya.

Pemerintah Daerah Provinsi Kepulauan Bangka
Belitung

td,
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SURAT PERJANJIAN

PAKET PEKERJAAN

-

BELANJA MODAL PENGADAAN ALAT-ALAT ANGKUTAN DARAT BERMOTORMICRO BUS

Tanggal  : 9Desember 2019

ANTARA

BADAN PENGHUBUNG PROVINSI KEPULAUAN BANGKA BELITUNG
DI JAKARTA

DENGAN

PT. ASTRIDO JAYA MOBILINDO

PEMERINTAH PROVINSI KEPULAUAN BANGKA BELITUNG
BADAN PENGHUBUNG PROVINSI
TAHUN ANGGARAN 2019
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LET'S GOBEYOND

: 112/AT-BTL/GSO/X1/2019
: Surat Penawaran Toyota Alphard

Jakarta, 28 November 2019

wcia Badan Penghubung
sinsi Kepulauan Bangka Belitung

==2n hormat,

- Menjawab surat Bapak nomor 027/220.a/Penghubung tanggal 28 November 2019 perthal Surat
_con Data Distributor Mobil Toyota Alphard dan Permintccm Price List otcu Harga Mobll maka
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Toyota New ;
Alphard 2.5 G Unit 1 1.102.000.000 1.102.000.000 .
AT i
=
Sebelum PPN 919.129.091 %
10%) 21.912.909 |
wwmich Total setelah PPN [ Harga Off The Road Plat Merah ) 1.011.042.000 b
2ea Balik Nama (BBN) 90.958.000 %
On The Road BBN DKI Jakarta (Plat B) 1.102.000.000
: Satu Milyar Seratus Dua Juta Rupiah

- - Surat Penawaran ini berlaku 14 Hari.

- Jangka waktu pelaksanaan 60 hari kalender sejak penandatanganan kontrak oleh kedua belah
pihak.

f Demikian Surat Penawaran ini kami sampaikan. Atas kepercayaan, perhatian dan kerjasamanya
: pkan terima kasih.

abang Bafu Tulis

% ASTRIDO
PT. ASTRIDO JAYA MOBILINDO

TOYOTA Batu Tulis : JI. BatuTulis Raya No. 50 CDEF Kebon Kelapa, Gambir - Jakarta Pusat 10120, Telp. (021) 385 5360, Fax.(021) 384 1306

«siridogroup.com
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PEMERINTAH PROVINS| KEPULAUAN BANGKA BELITUNG

BADAN PENGHUBUNG

JL. Kedondong No. 13 Rawamangun — Jakarta Timur (13220)
Telp. (021) 4891625 Fax. (021) 4720782 e
E-mail ; Perwakilan.provbabel@yahoo.co.com

SURAT PESANAN

gATUAN KERJA PEJABAT PENANDATANGAN/PENGESAHAN
TANDA BUKTI PERJANJIAN: Badan Penghubung
Prov.Kep.Bangka Belitung

SURAT FESANAN (ST) NOMOR DAN TANGGAL SP : KDR-4028086/PENGHUBUNG

tanggal 09 Desember 2019

Yang bertanda tangan di bawah ini:

| Nama : ARIE PRIMAJAYA,SE. M.SI

| Jabatan : Kepala Badan Penghubung Provinsi Kepulauan Bangka Belitung

. | Alamat : J1. Kedondong Raya No. 13 Rawamangun, Jakarta Timur

| selanjutnya disebut sebagai Pejabat Penandatangan/Pengesahan Tanda Bukti Perjanjian;

PT. ASTRIDO JAYA MOBILINDO
J1. Batu Tulis Raya No. 50 CDEF Rt.007 Rw.03 Kel.Kebon Kelapa Kec. Gambir Kota Jakarta Pusat

| yang dalam hal ini diwakili oleh: CHANDRA, Kepala Cabang Astrido Toyota Batu Tulis,

berdasarkan berdasarkan berdasarkan Surat Kuasa Nomor: 009/AG-DIR/PD/IV/18 tanggal 16
April 2018, selanjutnya disebut sebagai Penyedia;

untuk mengirimkan barang dengan memperhatikan ketentuan-ketentuan sebagai berikut:

Rincian Barang

No. | Jenis Barang | Kuantitas | Satuan Ukuran Harg(z;t{;a)tuan : Total (Bp.)
1. | TOYOTA
ALPHARD 2 Unit 1.102.000.000 2.204.000.000
2.5GA/T ;
Jumlah 2 ot e 2.204.000.000

TERBILANG : Dua milyar dua ratus empat juta rupiah

SYARAT DAN KETENTUAN:
1. Hak dan Kewajiban
a. Penyedia

1) Penyedia memiliki hak menerima pembayaran atas pembelian barang sesuai dengan
total harga dan waktu yang tercantum di dalam SP ini.

2) Penyedia memiliki kewajiban:

a) tidak membuat dan/atau menyampaikan dokumen dan/atau keterangan lain
yang tidak benar untuk memenuhi persyaratan Katalog Elektronik;

b) tidak menjual barang melalui e-Purchasing lebih mahal dari harga barang yang
dijual selain melalui e-Purchasing pada periode penjualan, jumlah, dan tempat
serta spesifikasi teknis dan persyaratan yang sama;

¢) mengirimkan barang sesuai spesifikasi dalam SP ini selambat-lambatnya pada

(29/12/2019) sejak SP ini diterima oleh Penyedia:
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Ineiawab atas keamanan, kualitas, dan kuantitas barang yang dlpesan;, .
g)) ?ne;ag;%ti g‘};arang setelah Pejabat Peqandatangan/?e{xgesahan Tanda kﬁtgn
Perjanjian melalui Pejabat/Fanitia Penerima Hasil Pekerjaan (PPHP) mela n
pemeriksaan barang dan menemukan bahwa: .
barang rusak akibat cacat produksi; . -
barang rusak pada saat pengiriman barang hingga barang diterima
oleh Pejabat Penandatangan/Pengesahan Tanda Bukti Perjanjian;
dan/atau
barang yang diterima tidak sesuai dengan spesifikasi barang
sebagaimana tercantum pada SP.ni. _ . .
) memberikan layanan tambahan yang diperjanjikan seperti instalasi, testing, dan
pelatihan (apabila ada); _ _ .
g) memberikan layanan purnajual sesuai dengan ketentuan garansi masing-masing
barang.

. PEJABAT PENANDATANGAN/FPENGESAHAN TANDA BUKTI PERJANJIAN
1) Pejabat Penandatangan/Pengesahan Tanda Bukti Perjanjian memiliki hak:
a) menerima barang dari Penyedia sesuai dengan spesifikasi yang tercantum di
dalam SP ini.
b) mendapatkan jaminan keamanan, kualitas, dan kuantitas barang vang dipesan;
¢) mendapatkan penggantian barang, dalam hal:
barang rusak akibat cacat produksi;
barang rusak pada saat pengiriman barang hingga barang diterima
oleh Pejabat Penandatangan/Pengesahan Tanda Bukti Perjanjian;
dan/atau
barang yang diterima tidak sesuai dengan spesifikasi barang
sebagaimana tercantum pada SP ini.
d) Mendapatkan layanan tambahan yang diperjanjikan seperti instalasi, testing, dan
pelatihan (apabila ada);
e) Mendapatkan layanan purnajual sesuai dengan ketentuan garansi masing-masing
barang,.
2) Pejabat Penandatangan/Pengesahan Tanda Bukti Perjanjian memiliki kewajiban:
a) melakukan pembayaran sesuai dengan total harga yang tercantum di dalam SP
ini; dan
b) memeriksa kualitas dan kuantitas barang;
f) memastikan layanan tambahan telah dilaksanakan oleh penyedia seperti instalasi,
testing, dan pelatihan (apabila ada).

Waktu Pengiriman Barang '
Penyedia mengirimkan barang dan melaksanakan laysesuai spesifikasi dalam SP ini
selambat-lambatnya pada (10/12/2019) sejak SP ini diterima oleh Penyedia.

Alamat Pengiriman Barang

Penyedia mengirimkan barang ke alamat sebagai berikut:
Badan Penghubung Provinsi Kepulauan Bangka Belitung
J1. Kedondong Raya No. 13 Rawamangun, Jakarta Timur

Tanggzl Barang Diterima
Barang diterima pada (10/12/2019) di PT. Astrido Jaya Mobilindo J1. Batu Tulis Raya No.
50 CDEF Rt.007 Rw.03 Kel.Kebon Kelapa Kec. Gambir Kota Jakarta Pusat.

Penerimaan, Pemeriksaan, dan Retur Barang

a. Pejabat Penandatangan/Pengesahan Tanda Bukti Perjanjian melalui PPHP menerima
barang dan melakukan pemeriksaan barang berdasarkan ketentuan di dalam SP ini.

b. Dalam hal pada saat pemeriksaan barang, Pejabat Penandatangan/Pengesahan Tanda
Bukti Perjanjian menemukan bahwa:

e

e 1t i e S 2 a8

- -



d.1

d.3

barang rusak akibat cacat produksi;

barang rusak pada saat pengiriman barang hingga barang diterima

oleh Pejabat Penandatangan/Pengesahan Tanda Bukti Perjanjian;

dan/atau

barang yang diterima tidak sesuai dengan spesifikasi barang

sebagaimana tercantum pada SP ini,
Maka Pejabat Penandatangan/Pengesahan Tanda Bukti Perjanjian dapat menolak
penerimaan barang dan menyampaikan pemberitahuan tertulis kepada Penyedia atas
cacat mutu atau kerusakan barang tersebut.

c. Pejabat Penandatangan/Pengesahan Tanda Bukti Perjanjian dapat meminta Tim Teknis

untuk melakukan pemeriksaan atau uji mutu terhadap barang yang diterima.

d. Pejabat Penandatangan/Pengesahan Tanda Bukti Perjanjian dapat memerintahkan

10.

Penyedia untuk menemukan dan mengungkapkan cacat mutu serta melakukan
pengujian terhadap barang yang dianggap Pejabat Penandatangan/Pengesahan Tanda
Bukti Perjanjian mengandung cacat mutu atau kerusakan.

e. Penyedia bertanggungjawab atas cacat mutu atau kerusakan barang dengan memberikan
penggantian barang selambat-lambatnya (....) hari kerja.

f. Serah terima dilakukan tanpa STNK. STNK & BPKB tanggungjawab Penyedia dan akan
diserahkan maksimal 60 hari kalender untuk STNK serta 90 hari kalender untuk BPKB.

Harga

a. Pejabat Penandatangan/Pengesahan Tanda Bukti Perjanjian membayar kepada Penyedia
atas pelaksanaan pekerjaan sebesar harga yang tercantum pada SP ini.

b. Harga SP telah memperhitungkan keuntungan, pajak, biaya overhead, biaya pengiriman,
biaya asuransi, biaya layanan tambahan (apabila ada) dan biaya layanan purna jual.

c. Rincian harga SP sesuai dengan rincian yang tercantum dalam daftar kuantitas dan
harga.

Perpajakan

Penyedia berkewajiban untuk membayar semua pajak, bea, retribusi, dan pungutan lain
yang sah yang dibebankan oleh hukum yang'Berlaku atas pelaksanaan SP. Semua
pengeluaran perpajakan ini dianggap telah termasuk dalam harga SP.

Pengalihan dan/atau subkontrak
a. Pengalihan seluruh Kontrak hanya diperbolehkan dalam hal terdapat pergantian nama
Penyedia, baik sebagai akibat peleburan (mmergen), konsolidasi, atau pemisahan.
b. Pengalihan sebagian pelaksanaan Kontrak dilakukan dengan ketentuan sebagai berikut:
1) Pengalihan sebagian pelaksanaan Kontrak untuk barang/jasa yang bersifat standar
dilakukan untuk pekerjaan seperti pengiriman barang (distribusi barang) dari
Penyedia kepada Kementerian/Lembaga/Satuan Kerja Perangkat Daerah/Institusi;
dan
2) Pengalihan sebagian pelaksanaan Kontrak dapat dilakukan untuk barang/jasa yang
bersifat - tidak standar misalnya untuk pekerjaan konstruksi (minor), pengadaan
ambulans, ready mix, hot mix dan lain sebagainya.

Perubahan SP

a. SP hanya dapat diubah melalui adendum SP.

b. Perubahan SP dapat dilakukan apabila disetujui oleh para pihak dalam hal terjadi
perubahan jadwal pengiriman barang atas permintaan Pejabat
Penandatangan/Pengesahan Tanda Bukti Perjanjian atau permohonan Penyedia yang
disepakati oleh Pejabat Penandatangan/Pengesahan Tanda Bukti Perjanjian.

Peristiwa Kompensasi

a. Peristiwa Kompensasi dapat diberikan kepada penyedia dalam hal Pejabat
Penandatangan/Pengesahan Tanda Bukti Perjanjian terlambat melakukan pembayaran
prestasi pekerjaan kepada Penyedia.

b. Pejabat Penandatangan/Pengesahan Tanda Bukti Perjanjian dikenakan ganti rugi atas

i
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keterlambatan pembayaran sebesar 1/1000 [satu per seribu/ dari Nilai Kontrak
sebelum PPN sesuai dengan syarat-syarat Umum Kontrak.

11. Hak Atas Kekayaan Intelektual

a.

Penyedia berkewajiban untuk memastikan bahwa barang yang dikirimkan/dipasok tidak
melanggar Hak Atas Kekayaan Intelektual (HAKI) pihak manapun dan dalam bentuk

apapun.

. Penyedia berkewajiban untuk menanggung Pejabat Penandatangan/Pengesahan Tanda

Bukti Perjanjian dari atau atas semua tuntutan, tanggung jawap, kewajiban, kehIIangan,
kerugian, denda, gugatan atau.tuntutan hukum, proses pemeriksaan hukum_, dar} biaya
yang dikenakan terhadap Pejabat Penandatangan/Pengesahan Tanda Bukti Perjanjian
sehubungan dengan klaim atas pelanggaran HAKI, termasuk pelanggaran hak cipta,
merek dagang, hak paten, dan bentuk HAKI lainnya yang dilakukan atau diduga
dilakukan oleh Penyedia.

12. Jaminan Bebas Cacat Mutu/Garansi

13.

a.

Penyedia dengan jaminan pabrikan dari produsen pabrikan (jika ada) berkewajiban
untuk menjamin bahwa selama penggunaan secara wajar oleh Pejabat
Penandatangan/Pengesahan Tanda Bukti Perjanjian, Barang tidak mengandung cacat

- mutu yang disebabkan oleh tindakan atau kelalaian Penyedia, atau cacat mutu akibat

desain, bahan, dan cara kerja.

. Jaminan bebas cacat mutu ini berlaku sampai dengan 12 (dua belas) bulan setelah serah

terima Barang atau jangka waktu lain yang ditetapkan dalam SP ini.

. Pejabat Penandatangan/Pengesahan Tanda Bukti Perjanjian akan menyampaikan

pemberitahuan cacat mutu kepada Penyedia segera setelah ditemukan cacat mutu
tersebut selama Masa Layanan Purnajual.

. Terhadap pemberitahuan cacat mutu oleh Pejabat Penandatangan/Pengesahan Tanda

Bukti Perjanjian, Penyedia berkewajiban untuk memperbaiki atau mengganti Barang
dalam jangka waktu yang ditetapkan dalam pemberitahuan tersebut.

. Jika Penyedia tidak memperbailki atau mengeanti Barane akibat cacat mutu dalam
r o (& &

jangka waktu yang ditentukan, maka Pejabat Penandatangan/Pengesahan Tanda Bukti
Perjanjian akan menghitung biaya perbaikan yang diperiukan dan Pejabat
Penandatangan/Pengesahan Tanda Bukti Perjanjian secara langsung atau melalui pihak
ketiga yang ditunjuk oleh Pejabat Penandatangan/Pengesahan Tanda Bukti Perjanjian
akan melakukan perbaikan tersebut. Penyedia berkewajiban untuk membayar biaya
perbaikan atau penggantian tersebut sesuai dengan klaim yang diajukan secara tertulis
oleh Pejabat Penandatangan/Pengesahan Tanda Bukti Perjanjian. Biaya tersebut dapat
dipotong oleh Pejabat Penandatangan/Pengesahan Tanda Bukti Perjanjian dari nilai
tagihan Penyedia. '

Pembayaran

a.

pembayaran prestasi hasil pekerjaan yang disepakati dilakukan oleh Pejabat

Penandatangan/Pengesahan Tanda Bukti Perjanjian, dengan ketentuan:

1) penyedia telah mengajukan tagihan;

2) pembayaran dilakukan dengan /sistem bulanan/sistem termin/pembayaran secara
sekaljgus}, dan

3) pembayaran harus dipotong denda (apabila ada) dan pajak.

. pembayaran terakhir hanya dilakukan setelah pekerjaan selesai 100% (seratus

perseratus) dan bukti penyerahan pekerjaan diterbitkan.,

Pejabat Penandatangan/Pengesahan Tanda Bukti Perjanjian melakukan proses
pembayaran atas pembelian barang selambat-lambatnya (........) hari kerja setelah PPK
menilai bahwa dokumen pembayaran lengkap dan sah.

14. Sanksi

a.

Penyedia dikenakan sanksi apabila:
1) Tidak menanggapi pesanan barang selambat-lambatnya (.....) hari kerja;
2) Tidak dapat memenuhi pesanan sesuai dengan kesepakatan dalam transaksi melalui
e-Purchasing dan SP ini tanpa disertai alasan yang dapat diterima; dan/atau
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3) menjual barang.mclalui proses e-Furchasing dengan harga yang lc_bih mah_al dari
harga Barang/Jasa yang dijual selain melalui e-Purchasing pada periode penjualan,
jumlah, dan tempat serta spesifikasi teknis dan persyaratan yang sama.

b. Penyedia yang melakukan perbuatan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dikenakan i
sanksi administratif berupa:
1) peringatan tertulis;
2) denda;dan
3) pelaporan kepada LKPP untuk dilakukan:
a) penghentian sementara dalam sistem transaksi e~Purchasing, atau
b) penurunan pencantuman dari Katalog Elektronik (e-Cafalogue).

c. Tata Cara Pengenaan Sanksi
Pejabat Penandatangan/Pengesahan Tanda Bukti Perjanjian mengenakan sanksi
sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b berdasarkan ketentuan mengenai
sanksi sebagaimana diatur dalam Peraturan Kepala LKPP tentang e-Purchasing.

15. Penghentian dan Femutusan SP .
a. Penghentian SP dapat dilakukan karena pekerjaan sudah selesai atau terjadi Keadaan
Kahar.

b. Pemutusan SP oleh Pejabat Penandatangan/Pengesahan Tanda Bukti Petjanjian

1) Pejabat Penandatangan/Pengesahan Tanda Bukti Perjanjian dapat melakukan
pemutusan SP apabila:

a) kebutuhan barang/jasa tidak dapat ditunda melebihi batas berakhirnya SP;

b) berdasarkan penelitiar Pejabat Penandatangan/Pengesahan Tanda Bukti
Perjanjian, Penyedia tidak akan mampu menyelesaikan keseluruhan pekerjaan
walaupun diberikan kesempatan sampai dengan 50 (lima puluh) hari kalender
sejak masa berakhirnya pelaksanaan pekerjaan untuk menyelesaikan pekerjaan;

c) setelah diberikan kesempatan menyelesaikan pekerjaan sampai dengan 50 (lima
puluh) hari kalender sejak masa berakhirnya pelaksanaan pekerjaan, Penyedia
Barang/Jasa tidak dapat menyelesaikan pekerjaan;

d) Penyedia lalai/cidera janji dalam melaksanakan kewajibannya dan tidak
memperbaiki kelalaiannya dalam jangka waktu yang telah ditetapkan;

e) Penyedia terbukti melakukan KKN, kecurangan dan/atau pemalsuan dalam
proses Pengadaan yang diputuskan oleh instansi yang berwenang; dan/atau

f) pengaduan tentang penyimpangan prosedur, dugaan KKN dan/atau pelanggaran
persaingan sehat dalam pelaksanaan pengadaan dinyatakan benar oleh instansi
yang berwenang. :

2) Pemutusan SP sebagaimana dimaksud pada angka 1) dilakukan selambat-lambatnya
(.....) kerja setelah Pejabat Penandatangan/Pengesahan Tanda Bukti Perjanjian
menyampaikan pemberitahuan rencana pemutusan SP secara tertulis kepada
Penyedia.

c. Pemutusan SP oleh Penyedia
1) Penyedia dapat melakukan pemutusan Kontrak jika terjadi hal-hal sebagai berikut:

a) akibat keadaan kahar sehingga Penyedia tidak dapat melaksanakan pekerjaan
sesuai ketentuan SP atau adendum SP;

b) Pejabat Penandatangan/Pengesahan Tanda Bukti Perjanjian gagal mematuhi
keputusan akhir penyelesaian perselisihan; atau

c) Pejabat Penandatangan/Pengesahan Tanda Bukti Perjanjian tidak memenuhi
kewajiban sebagaimana dimaksud dalam SP atau Adendum SP.

2) Pemutusan SP sebagaimana dimaksud pada angka 1) dilakukan selambat-lambatnya
(.....) kerja setelah Penyedia menyampaikan pemberitahuan rencana pemutusan SP
secara tertulis kepada Pejabat Penandatangan/Pengesahan Tanda Bukti Perjanjian.

16. Denda Keterlambatan Pelaksanaan Pekerjaan
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Penyedia yang terlambat menyelesaikan pekerjaan dalam jangka' waktu sebagaimana
ditetaplkan dalam SP ini karena kesalahan Penyedia, dikenakan denda keterlambatan sc_abesar
1/1000 (satu perseribu) dari total harga atau dari sebagian total harga sebagaimana
tercantum dalam SP ini untuk setiap hari keterlambatan.

. Keadaan Kahar

a. Keadaan Kahar adalah suatu keadaan yang terjadi diluar kehendak para pihak dan tidak
dapat diperkirakan sebelumnya, sehingga kewajiban yang ditentukan dalam SP menjadi
tidak dapat dipenuhi. .

b. Dalam hal terjadi Keadaan Kahar, Penyedia memberitzhukan tentang tc_rJadmya Kcadaap
Kahar kepada Pejabat Penandatangan/Pengesahan Tanda Bukti Perjanjian secara tertulis
dalam waktu selambat-lambatnya 14 (empat belas) hari kalender sejak terjadinya
Keadaan Kahar yang dikeluarkan oleh pihak/instansi yang berwenang sesuai ketentuan
peraturan perundang-undangan.

c. Tidak termasuk Keadaan Kahar adalah hal-hal merugikan yang disebabkan oleh
perbuatan atau kelalaian para pihak.

d. Keterlambatan pelaksanaan pekerjaan yang diakibatkan oleh terjadinya Keadaan Kahar
tidak dikenakan sanksi.

e. Setelah terjadinya Keadaan Kahar, para pihak dapat melakukan kesepakatan, yang
dituangkan dalam perubahan SP.

Penyelesaian Perselisihan

Pejabat Penandatangan/Pengesahan Tanda Bukti Perjanjian dan penyedia berkewajiban
untuk berupaya sungguh-sungguh menyelesaikan secara damai semua perselisihan yang
timbul dari atau berhubungan dengan SP ini atau interpretasinya selama atau setelah
pelaksanaan pekerjaan. Jika perselisihan tidak dapat diselesaikan secara musyawarah maka
perselisihan akan diselesaikan melalui arbitrase, mediasi, konsiliasi atau pengadilan negeri
dalam wilayah hukum Republik Indonesia.

Larangan Pemberian Komisi

Penyedia menjamin bahwa tidak satu pun personil satuan kerja Pejabat
Penandatangan/Pengesahan Tanda Bukti Perjanjian telah atau akan menerima komisi dalam
bentuk apapun (gratifikasi) atau keuntungan tidak sah lainnya baik langsung maupun tidak
langsung dari SP ini. Penyedia menyetujui bahwa pelanggaran syarat ini merupakan
pelanggaran yang mendasar terhadap SP ini.

Masa Berlaku SP.
SP ini berlaku sejak tanggal SP ini ditandatangani oleh para pihak sampai dengan selesainya
pelaksanaan pekerjaan. :

Demikian &P ini dibuat dan ditandatangani dalam 2 (dua) rangkap bermaterai dan masing-

masing memiliki kekuatan hukum yang sama.

Untuk dan atas nama Badan Untuk dan atas nama Penyedia
Penghubung Provinsi Kepulauan PT. ASTRI YA MOBILINDO
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